_ = Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3 putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Z =t 7
%@;@E&M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat secara elektrQaje

Imam Bonjol
uasa khusus
¥ dalam Buku
Nomor
Beptember 2023,

XXXXXXXXXXX, nay Kagfdan Swasta, tempat tinggal
dahulu di XxxxxxxxXXX, Kecamatan - Blimbing, Kota Malang,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di
dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
2652/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 20 September 2023 mengajukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah di Blitar pada

tanggal 22 Oktober 2017 seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor

0446/05/X/2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Garum, Kabupaten Blitar;

(Ba'da Dukhul)jddn-eeldn dikaruoidi 3™

4. Bahwa padé ith & i:ﬁﬁ:‘ﬁ ula keretakan

e rumah orang

tuanya daf § ' il h tidelf peduli dengan

omunikasi;

kecocokan dalam

- i Screully per, #lak memberikan nafkah;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan pisah rumah selama
kurang lebih 5 tahun;

6. Bahwa hubungan yang sudah tidak harmonis ini jika dipertahankan tidak
akan membawa manfaat bahkan justru menjadi mudhorot bagi Penggugat
dan Tergugat serta dengan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Jo Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat menuntut melalui

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pengadilan Agama Blitar agar menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro dari

Tergugat Xxxxxxxxxxx kepada Penggugat XXXXXXXXXXX.
Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka berkenan kiranya Ketua
Pengadilan Agama Blitar memanggil kepada Penggugat dan Tergugat
sebagaimana seharusnya, kemudian memeriksa perkara ini dan pada
waktunya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

diwakili kuasa
advokat/penasehg

terdaftar di

1834/2652/Pdt.G

persidangan, sef X, Tergug - J&s galiggi
2652/Pdt.G/2023/FRBL pool ZhSepte / figal 23 Oktober

2023 telah dipangd
hadir dan tidak pula

mun tidak pernah

yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan
asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara
elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload
pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh
karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini
dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Blitar

(Perma  Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA  Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019). Dan telah dibacakan Penetapan
2652/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 20 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara
dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya
dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksugdgy# Giciesramalic hankan oleh Penggugat;

: i , Penggugat mengajukan

a Penggugat
KUA Garum

orang saksi yang bernama:
1. Xooaxxxxxxxxx , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tahun 2017;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan

tinggal bersama bertempat di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Malang, namun
belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis,
karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Selama menikah
Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja
sendiri ke Hongkong sejak April 2018, Selama Penggugat di Hongkong,

Tergugat sudah g
tidak ada kecog

Ju K 3
e i merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXX , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tahun 2017;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
tinggal bersama bertempat di Xxxxxxxxxxx Kabupaten Malang, namun
belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis,

karena sering berselisin dan bertengkar disebabkan Selama menikah

Penggugat tidak diberi nafigek e eremgat, sehingga Penggugat kerja
Bk \ enggugat di Hongkong,

Penggugat dan
enggugat sudah

pisah tempat

dng hingga kini

rw, g
ntuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;
Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih  dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Juli

2023 telah ternyata memenuhi syarat-desmibsurat kuasa, yaitu telah memenuhi

isi dari materi kuasa y@hg diger . altwinkaidentitas para pihak

berperkara dan tejg

‘ elis berpendapat,
bahwa Surat KAk PAKSHES BapaL/di ' Bl karena telah
' )71 tanggal 23

kedudukan dan itdf asebduafl AuPiekUblum &fding fbierhak melakukan
tindakan hukum atasYgamadde geracAml dalam perkara a
quo: N\ : ] _

Menimbang, Y ) Karlys enetapan nomor
2652/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal
Penggugat dapat diperiksa secara elektronik;

per 2023 perkara yang diajukan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang
tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)
huruf (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 49 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan

relatif Pengadilan Agama Blitar;

Ayat (1) huruf (a) day 1da@g-Rdan n 1989 tentang
“haa ‘ Ak 3 Tahun 2006
dan perubahan nP009;

Menimba
berperkara denda
agar PenggugatHl
berhasil, karenany

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;
Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits
Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :

A8 (g oSla ) pea (et I8 alug ale Al s il (5 el e
Al 52 Y A pgh Cong o (ypalinal

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa

yang dipanggil oleh Haki

NG04

1989 sebagaimana diubah deng & g=Bndang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup, yang
berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis
hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal
1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari
2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR,

demi seorang

il saksi;

syarat formil dan ma sgha i & dotran 088 ayat (1), 147, 170,
(1) Undang- or 7 Tahun 1989

tentang Peradilan AgamaVigng dithabgesgdb/ gfindang Nomor 3 Tahun

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Pengduduk atas nama
Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 22 Oktober 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan
Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan
yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat selama kurang -'sé-'-f'—--'**--'" iggga saat ini belum kembali

sebagai berikut:
1. Bahwa Pej

{yang menjadi
nafkah oleh

Sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 5 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat
ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di
seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu Tergugat tidak pernah
pulang dan tidak memberi kabar serta Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;
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3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak
berhasil menemukan Tergugat;
4. Bahwa para saksi sudah bersaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik
dalam Al Qur’an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

B N P PR 2 R R AT S
=iy Jary ) 158 gl nbl 3 K Gle B Zasdie (s

-

Artinya: Dan diants A y kekuasaanNyas# ialg, Dia menciptakan

ak)
untukmu istfifist

cenderung dan

amu rasa kasih

1974 tentang
judnya rumah
ti rasa kasih

sering terjadi perse 5
selama kurang lebih

nafkah kepada Pengguga ‘ !

R/ta tan|
tidak diketahui lagi kebera.en.an

Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah

i seluruh wilayah Republik

sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu,
mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali,
disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan
juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan
menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih

masalahat diceraikan;
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Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan:
e ) 35 33 e g dll o i pin e ) puial g 5y
Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja

yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

#gh 249; E}E ‘: ) i
B iumdl al9d dae andaiund Y les g Z 9l Hlad! A3l sl 13!
dills oo\l gillay Jidusg (85201 (o2l e callal Of gt g2
5L

Menimbang, bahwa berdaSesRarreTtihe gn—pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Membebanka
ini sebesar R

Demikian,
berdasarkan mu$§
2024 Masehi, bef
Drs. H. Imam
Jaenuri,S.H. M.H..

oleh Suyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;
Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota
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ttd ttd
Drs. Moh. Jaenuri,S.H. M.H. Drs. H. Abu Syakur, M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Suyono, S.H.

Perincian Biaya: Untuk Salinan

Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya proses Pengadilan Agama Blitar

1.
2.
3. Panggilan a.n Panitera
4. PNBP .
5  Redaksi |tera Muda Gugatan
6. Materai .
Jumlah ................. .

(enam ratus enam p
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